PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 28 TAHUN 2002
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP PEMBORONG/
KONTRAKTOR YANG BEROPERASI DALAM KABUPATEN MUARO JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah bagi setiap Pemborong/Kontraktor yang beroperasi
dalam Kabupaten Muaro Jambi yang telah diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2001 Seri B Nomor 10 perlu
diubah untuk pertama kalinya, karena belum mampu mencapai target
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belum memberikan kontribusi yang

memadai bagi peningkatan sumber — sumber pendapatan daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2001;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten
Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik n donesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903),
sebagaimana telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang — Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang
Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 2104);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685); Juncto Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4048);



MENETAPKAN

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan
Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 70);

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Teknik Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3931);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman
Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang
Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara
Pemeriksaan dibidang Retribusi;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen
Tarif Retribusi;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan
Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain — lain;
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001
tentang Tekhnik Penyusunan dan Materi Masalah Produk — produk Hutan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah bagi Setiap Pemborong / Kontraktor yang beroperasi dalam
Kabupaten Muaro Jambi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI

dan

BUPATI MUARO JAMBI
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI DAERAH BAGI SETIAP
PEMBORONG / KONTRAKTOR YANG BEROPERASI DALAM KABUPATEN
MUARO JAMBI.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah bagi setiap
Pemborong/Kontraktor yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Lembaran Daerah
Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2001 Seri B Nomor 10) diubah dan ditambah sebagai berikut :

A. Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah bagi setiap Pemborong/Kontraktor yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten
Muaro Jambi semula terdiri dari angka 1 dan 2 ditambah dengan angka 3 sehingga berbunyi:

“Pasal 3"

3. bagi setiap Pemborong/Kontraktor/Konsultan/Penyedia Pengadaan barang/jasa lainnya yang
memiliki ikatan kontrak dengan Pemerintah Kabupaten baik dari dana APBD, APBN maupun



Luar Negeri sepanjang tidak ada aturan pengecualiannya, yang melakukan pekerjaan
pengadaan, pekerjaan pembangunan, perencanaan dan pengawasan sesuai dengan Surat
Perintah Kerja (SPK) harus memperlihatkan Bukti Tanda Lunas Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKRD) Pemborong/Kontraktor, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Reklame,
Fiskal Daerah dan kewajiban lainnya yang berkaitan kegiatan usahanya sesuai dengan
Ketentuan yang berlaku;

B. Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah bagi setiap Pemborong/Kontraktor yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten
Muaro Jambi diubah sehingga berbunyi:

“Pasal 9”

(1). Setiap Pemborong/Kontraktor/Konsultan/Penyedia pengadaan barang/jasa lainnya yang
berdomisili dalam Kabupaten diwajibkan membayar Retribusi Daerah sebesar 1 0/00 (satu
permil) dari nilai kontrak;

(2). Setiap Pemborong/Kontraktor/Konsultan/Penyedia pengadaan barang/jasa lainnya yang
berdomisili di luar Kabupaten diwajibkan membayar Retribusi Daerah sebesar 2 0/00 (dua
permil) dari nilai kontrak;

Pasal Il

Peraturan Derah ini ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 09 Oktober 2002

BUPATI MUARO JAMBI,
dto

H. AS’AD SYAM

Diundangkan di Sengeti
pada tanggal 12 Oktober 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,
Pelaksana Tugas,
dto
Drs. MUCHTAR MUIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI
TAHUN 2002 NOMOR 60 SERI C NOMOR



